BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR %2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 41
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 41
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerj’a Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Mempawah tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Mempawah Nomor 41 Tahun 2016 Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Mempawah;

—

Mengingat : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;




10.

11.

12

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi
Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah
Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mempawah  Nomor 6 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mempawah Nomor 6).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 41
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 Peraturan Bupati
Mempawah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah,
diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 20

(1) Seksi Farmamin dan Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Bidang Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan di
Bidang Farmamin dan Perbekalan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Farmamin dan Perbekalan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Farmamin dan Perbekalan;
b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis
di bidang farmamin dan perbekalan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja terkait di bidang
farmamin dan perbekalan;

d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang farmamin
dan perbekalan;

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan di Puskesmas;

g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan hasil olahan;

h. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi dan
pembinaan apotek, toko obat dan industri rumah tangga pangan;

i. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan obat, obat tradisional,
perbekalan kesehatan dan kosmetika;

J- Pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan,
pendistribusian obat dan peralatan kesehatan.

k. Pengawasan mutu dan khasiat obat dan peralatan kesehatan
secara umum baik dalam persediaan maupun yang akan
didistribusikan.

l. Penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan dan survailans
Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;

m. Penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, zat adiktif dan bahan
berbahaya lainnya;




n. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di
bidang farmamin dan perbekalan;

0. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan kesehatan dan
kefarmasian yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Kefarmasian.

(3) Seksi Farmamin dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Farmamin dan Perbekalan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Kefarmasian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawabh.

Diundangkan di &en
pada tanggatl ..o 2\ T A
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